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I. I 'ENDAHULUAN
Siapakah yang mcmbuat hukum dan siapa yang merlcgang kckuasaan hukurn
di lndonesia? Pertanyaan ini nenarik untuk dikaji dan jawabannya tark semudah
rncnlbaliklatr tangan. dalan arti langsung bisadijawab. Apahubungan antara hukum
dengan kekuasazrn hukurn.
Definisi Hukum oleh bcbcrapa kalangan ahli hukum berbcda-bcda, tidak bisc
disamakaur. karena persepsiyang bcrbcda safu samalaln.
E. Utrccht (1953), mclldefinisikan hukum sebagai bcrikut, yaitu: Hukum
adalah himpunan peratumn (perinlah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu
nasyarakat, dal1 oleh karena itu harus ditaati oieh masyarakat.
Lon Fuller ( 1964), mendefinisikan hukum agak berbeda, yaitu: I lukumadalah
suatu keberanian untuk ncmrndukkan perilaku manusia kcpada pemerintahan dari
aturan-aturan- Aturan aturan hukun merupakall satu langkah awal ke arah
kekuasaan hukumi aturan dimaksud memberikan srratt) oporlunitas (kesempatan)
untuk berkcmbang sej alan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modem.
Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan itu menciptakan suatu dinamika sosial yiurB
mendorong ke arah kekuasaanhukum.
Apabila scscorang yang memiliki otoritas menetapkan suatu aturan-aturan
untuk peri laku mereka yang berbeda di bawah kepemimpinannya
Hu*un dan KcAu^tun Hukan (Hu. Snesai I
Maka orang tersebut dapat saja sangat berkuasa untuk mcngabaikan baht<an
nrcmbuang aturan-aturan tersebut bilamana orang tersebut menghcndakinya.
Sebaliknya. apabila orang tersebut membuat aturan sendiri, maka orang lain belum
tenfu dapat menerimanya secam sedus. Sepanjang hal ini terjadi, maka aturan-aturan
hukum mcnjadi mengikat bagi si pcnguasa dall dapat berbicara tentang "Kckuasaan
Hukum" .
Kekuasaan hukum berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan dikalangan
masyarakat harus tunduk kepada hukum. Kekuasaan IIukum adalah kontras daripada
kckuasaan manusia. Sudah barang tcltu manusialah yang memerintah, yang
nrcnggunakan kekuasaan, rLkan tetapi manusia harus melakukannya dengan prinsip-
prinsip hukum. Escnsi cita-citahukum dapat dirumuskar sebagai:
"Mcnggalakkan rasa hormat bagi seseorang dalam bidang interaksi sosial,
dalam mana kekuasaan dilakukan"
Maksud dari kckuasaan hukum adalah untuk melindungi warga negara
(masyarakat) terhadap cmerintah, scrta mclirdungiyang lemah tcrhadap yang kuat,
dan melindungiyang miskin terhadap yang kaya.
lstilah "Kudt" dan "Lemah" adalah konsep yang relatif'. Kcduanya dapat
menunjuk pada hubungan antara negan dengan individu yang mcrupakan lcttuduh /
tcrsangka / tcrdzrku.a di dalam suatu perkara perdata misalnya.
Dalam hubungan-hubungan yang kontradiksi sepcrti itu, pembclaan dan
artikulasi kepentingan scrta pandangan-pandangan d ri pihal< yang paling lemah
dengan mudah sckali dapat di tindas. Seringkali pernyataan pandangan pihak yang
dominan dianggap tidak sah.
Satu contoh konlrit dalam tulisan ini dapat dikemukakan kasus pelecehan
seksual oleh terdakwa X terhadap korban P Oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa X
dengan hukuman I I tahun 11 bulan penjara dan denda Rp. 60juta, subsider 6 (enam)
bulan kurungan Visun ct rcperlum dari Rumah Sakit (Dokter) menyatakan fakta
bahwa korban pelecehan hanya mengalami luka berdarah selaput dara akibat lari
tangan yang usil dari terdakwa (bukan disetubuhi).
Penasehat Hukum terdakwa melihat bahwa tuntutan jaksa yang didasarkan
pada Pasal 82 UU zu Nomor 23 t^h\n 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagi
terdakwa sangat berat. Dengan alasan yang cukup mendasar, penasehat
hukum terdakwa mengajukan pledoi dan memohon kepada Majelis Hakim
y  ang  mengad i l i ,  mohon d i ja tuhkan  hukuman yang
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scringan-ringannya dcngan membidik dakwaan subs ider Pasal 293 ayat (1) KUI IP
Putusan Majclis Hakim menjatuhkan putusan kepdda terdakwa sclama 7
(tuj uh) tahun pcnj ara d.ur dipotong sc lama d itahan.
Timbul pertanyaan: hukum mana yang diberlakukan terhadap terdakwa dan dalzrm hal
ini siapa yang punya kekuasaan hukum? Majelis Hakimkah?
Pasal l0 UU RI Nomor 4 tahun 2004 Tcntang Kckuasaan Kehakiman,
mcnyatakan:
(l). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamzlh Agung dan badan
peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuahMirhkamahKonstitusi.
(2). Badan peradilan yang bcrada di bawah Mabkamah Agung meliputi badan
pcradilan dalam lingkungar peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer dan peradilan tata usaha negara.
Pasal l UU RI Nomor4 tahun2004, berbunyi:
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdcka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukr.rm dan keadilan bcrdasarkan
Pancasila demi terselenggaranyaNegara Hukum Republik lndoncsia-
Pasal23 UU Rl Nomor4 tahun 2004juga menyatakan:
(l). I lal<im wajib menggali, mergikuti dan memahami nilai-nilai hukurn dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2). Dalam mcmpertimbangkan berat-r ingannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifatsifatyang baik dan yangjahat dariterdakwa.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka pertanyaan yang timbul
sebelumnya, jelas sudah teiawab, hukum mana yang diberlakukan terhadap
terdakwa dan siapapunyakekuasaan hukum dalamkonteks di alas.
Di bawah kekuasaan hukum dima-ksud, maka klaim oto tas pada kepatuhan
adalalrjuga kondisional. Otoritas di bawrLh kekuasan hukum berarti legilimdsi krilik
atas otoitas. Hukum mendepersonalisasi kekuasaan dan mcmbcntuk otoritas
impersonal, yaitu otoritas yang terlepas dari individu-individu. Otoritas berada di
dalam konstilusi, di dalam suatu sistem atunn-atulartnoma-norma, di dalam suatu
prosedur, didalam suatu jabatan, tidak pemah ada di dalam suatu aturan atau
keputusan tertentu di dalam individu atau kelompok orang tertentu. Aturan selalu
'Jlebih tinggi" dari pada "keputusan yafig disintpulhdn daripa.lanya"
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Kontol, kritik dan pembenaran dari otoritas, memgediksikan dan
menekaDkan ilai dad kemungkinan dapat dilihatnya kekuasaan oleh umum. Cita-
cita kekuasaan hukum menuntut bahwa proses pembuatal keputusan ekonomi, sosial
dan politik seca.ra terus menerus diperiksa untuk mencari bentuk-bentuk t€rrmbunyi
dari pengaruh manipulasi, penekanan dan intimidasi mtuk membuatnya terbuka bagi
umum da.tr meletakkamya di bawah kontrol dad atuan-atuan, nonna-nomra hukum.
Di mana dilaksanakan kekuasaan hukum, maka disana perlu ada
aturarL norm4 dan prosedur dalam hal mana penggunaan dan kekuasaan dapaf dikaj i
apakah telah sesuai dengan aturao-aturan, nonna-norna hukum dimaksud dan
dengan prinsip-prinsip keadilan umum.
II. KEKUASAAIY HUKUM BERSIFAT RELATIT'
Kek'qs.4n hulom bersifat relatif dalam arti tidak dapat dilaksanakan dengan
aturan-aturan, noma-noma yang konkrit atau sudah pasti yang sehanrsnya diikuti
dalam semua situasi atau keadaan yang berlaku- Kekuasaan hulom terdii dari
prinsip-prinsip dan tidak terdiri dari atutan-atura4 nolrna-nomur hukum yang
konkrit. Dalam kekuasaan hukum terdapat suatu ketegangan kekhawatirat yang terus
menelus antara kekuasaan hukum dan nilai-nilai yang bcrsaingan, tentaDg lata tenib
umum, pencegahan kejahatan dan keamanan nasional, serta pandangan moral yang
berpengaruh. Apa yang dilakukan oleh kekuasaan hukum akan menambah suatu
dimensi kritis terhadap nilai-nilai yang bersaingan.
Contoh konkit yang dapat dikemukakan tentang kekuasaan hukum bersifat
relalif yang menurut kasat mata diaDggap bersaingan yaitu munculnya Undang
Undang Rl Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkarnah Konstitusi terhadap Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Perubahan UU RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Pasal I Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, mengatakao :
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam [.IUD Negara RI lirhun 1945 (Pasal24 ayat 0) lruD
I 945 sebelum di amandemen).
Pasal 2 Undang Undang RI Nomor l4 Tahrm 1985, mengatakan:
Mahkamah Agung adalah Pengadilar Negara Tertinggi dari semua I
peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan
pengaruh p€ngaruh lainnya.
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Menyimak Pasal I dan Pasal 2 rcrsebut di atas. kalau dikaji sebenamya tidak
ada lagi kekuasaan kehakiman dalam lingkulgan pcradilan di Indonesia selain
MahkamahAgung. Namun apabila kita melihat pada Paszrl I Undang Undzurg Itl No.
24 lhhun2003TentangMahkanahKonstitusiyangnenyatakan:
"Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kckuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam UUD Ncgara Rl Tahun 1945 " (Baca Pasal 24 c a)al (1) UUD 1945
hasil amandemcn ketiga)
Berdasarkanpcnjclasandi atastcrlihatbahwa baik MahkanlahAgungmaupun
Mahkamah Konstilusi sama-sama punya wcwenalg kekuasaan kehakiman.
Kclihatannya ada duplikasi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan hukum.
Demikian halnya dengan adanya Undang [Jndang RI Nomor 22 Tahun 2004
Tentang Komisi Yudisial yang punya wewenang:
1. Mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung ke DPRt dan
2. Melakukan selcksi calon Ilakim Agung sesuai pcrsyamtan Undang-
Undang;
dianggap scolah-olah terdapat kekuasaan kchakinun yang tunpang tindih atar.r
timbul persaingan dcngan Mahkanlah Agung.
Mungkin dengan adanya persepsi yang berbeda diantara lcmbaga Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial. maka timbul ide dari Ketua Mahkamah Agung (Batsir
Manan) mengusulkan agar kctua Komisi Yudisial dirangkap olch Ketua Maikamah
Agung (Baca surat kabat Hatlan Rudar Lamprlrg. Jum'at. 2 Maret 2007 halanan 6).
Mungkinl<al usulan ini berialar bclakang karena laktor lain di dalam menjalankan
kckuasaan kehakiman ataukekuasaan hukum yang bcrlaku di lndoncsia? Barangkali
pcrlrr Lui ian lehi lr l .rnj ut mengenai hal ini.
Perlanyaan dapat dia.jukan: Apakah hukum dan kekuasaan hukum yang kita
tcrapkan di Indoncsia selama ini bukannyamerupakan suatu ide yaDg bemsal (tipikal)
dari l]arat?. Apakah itu bukan sualu ekspresi dari suatu tradisi tc cnlu dan dari sualu
pcngalaman politik Barat tertentu? Jawaban atas pcrtanyaan ini adalah 2 (dua) untuk
mcnrbcdakan antara dasar logis (rasional) dari kekuasaan hukum dan desain
instilusional konkrit yang diberikan kepadanya dalan bentuk kclclapan-ketetapan
kons t i t us iona l  t e r ten tu .  susunan  p rosedura l  dan  p rak t i k  hukum.
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Pertarna, adalah w\iversal dan mempunyai akar-akamya di dalam hubungan
antara yang memerintah (pemegang kekuasaan) dengan yang diperintah.
Kedua, adalah penting untuk mengetahui bahwa meskipun ada perbedaan
kultural manusia dalam waktu yang berbeda-beda dan ditempat yang berbeda-beda,
tetap merupakanj eds manusia yang sama.
Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk tidak
dipukuli (disiksa) oleh polisi, untuk tidak secala sewenang-wenang dimasukkan ke
penj ara oleh karena kekuasaan hukum dari Jaksa atau Majelis Hakim dan untuk tidak
dirampas harta miliknya oleh orang-orang yang berkuasa.
III. RUANG LINGKUP KEKUASAAN HUKUM
Kekuasaan hukum b€*enaan deogan pembuatan undang-undalg dalam hal ini
oleh legislatif (di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR). Pasal 20
(ruD I 945, mengatakan:
( 1). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.
(2). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapat persetuj uan bersama.
Dalam pembuatan undang-undaog disadari bahwa ada berbagai macarn aturan
yang berbeda - beda yang memiliki delajat abshaksi serta sifat ke-umum-an yang
berbeda beda pula, termasuk aturan-aturan mengenai bagaimana kegiatan pembuatan
aturan-atuan harus dilaksanakan. Di Indonesi4 aturan-aturan pelaksanaan undang-
undang yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh pemerintah
(dalam hal ini Presiden) bersama-sarna DPR. Jadi kekuasaan hukum ada di tangan 2
(dua) lembaga yang berbeda dengan ruang lingkup kekuasaan hukum yang berbeda
Juga.
Aturan-aturan dapat bersifat adil dan dapat bersifat tidak adil. Cita-cita
kekuasaan hukum menurtut agar atuian - aturan dapat bersifat adil. Untuk itu telah
dikembangkan pedoman berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan
hukum, agar supaya sifat adil dalipada aturan-aturan hukum dapat digalakkan /
dikembangkan.
Pengaturan prinsip-prinsip demikian yang paling jelas dilaksanakan oleh Lon
Fuller dalam bukunya The Morality ofThe Law ( 1964), yaitu:
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2.
3.
4 .
6 .
5 .
L Harus ada atulan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan hukum.
Memberikan bentuk hukum pada otoritas yang berati bahwa keputusan-
keputusan otoritatiftidak dibuat atas dasar sementara (ad hoc) dan atas dasar
kebij akan yang bebas, melaiDkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
Atunn-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan,
melainkan harus diumumkar kepada publik. Dalam prakteknya sering sekali
otoritas-oto tas cenderung untuk tidak rnengumumkan aturan-aturan dengan
tujuan mencegah orang me[gklaim aturan-aturan tersebut sehingga atumn-
aturan itu menj adi/merupakan "Noma-norma j aminan"
Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan
dikemudian hari. Ma kna dari aturan ini adalah bahwa aturan-aturan yang dibuat
tidak boleh berlaku surut. Salah satu penetapan khusus dari persyaratan i i
adalah prinsip hukum pidana, yaifi nulla poena sine lege (tidak ada hukuman
tanpa suatu hukum)
Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat
biasa. Fakta dilapangan bahwa banyak hukum yang tidak di mengerti oleh
masyarakat sehingga membingungkan. Sebagai contoh, produk undang-
undang yang dibuat oleh DPR di dalam penjelasan pasal demi pasal sering di
tulis "cukup jelas" padahal oleh masyarakat awam "tidak jelas" bahkan
membingungkan.
Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Di Indonesia pemah
terjadi atMan yang dibuat oleh salah satu menteri bertentangan dengan aturan
yang dibuat oleh menteri lain, akibatnya kalangan pengusaha dan rakyat
menjadibingung.
Hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
Contoh nyata dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, terhadap pelaku pelanggaran dihLrkum paling lama
setinggi-tingginya 15 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 60juta.
Bagi terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak nemiliki apa-apa,
membayar Rp. 60j uta, merupakan sesuatu yang tidak mungkin.
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7. Hukum harus ada ketegasaL
Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap lraktu sehingga oraog tidak lagi bisa
mengorientasikan kegiatannya sendiri-
8. Harus ada konsistensi antara atu"an-aturan sebagaimana yang diumunkan
dengan pelaksanaan senyatanya (apa adanya).
Konsistensi ini dapat dipatabkan aiau dihancurkalr de[gan berbagai car4
seperti: penafsiran yang salah, tidak dapat dijangkaunya sehingga tidak adanya
pemahaman mengenai apa yang diperlukan untuk mempertahankal integritas dari
suatu sistem hukum, suaprnenyuap sikap acuh tak acuh, kebodohan,
kebohongan, dan nafsu besar untuk memperoleh kekuasaan. Juga tedapat berbagai
macam caxa prosedural untuk melindungi konsistensi antara hukum dan kegiatan
resmi, seperti: bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pengacar'4
Konsultan Hukurq hak untuk memeriksa saksi-saksi, kesempatan berbicara di
pengadilan, hak untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, IGsasi ke Mahkamah
Agung, jika ada putusan majelis hakim yang merugikan penggugat atau tergugal
penrmtut atau terdakwa.
Ini berarti bahwa kekuasaan hukum dalam daerah kegiatan legislatif, tetap
merupakan suatu hasil yalg vadabel, atau suatu usaha yang dilaksanakan dengan
keberhasilan yang beraneka ragan derajatnya.
IV. PEMERIKSAAN DI MIJKASIDANG
Kekuasaan hukum berkenaan dengan kegiatan pengadilan, yaitu sistem
peradilan oleh pengadilan-pengadilan atau oleh instansi-iistansi pemerintah lain
yang kuasai pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip
keadilan, proses yang tepat dalam hukl]m acam perdata / pidaM dan hukum acara tata
usaha negam. Akhir-akhir ini prinsip pemeriksaan yang adil dipengadilan telah
ditetapkan sebagai suatu prinsip universal dan hak asasi manusia yang fundamental.
Pasal 14 Tmktat Intemasional mengenai Hak-Hak Kewarganegaraan Dan
Politik Persatuan Bangsa-Bangs4 menyatakan:
I .Semua orang adalah sama di depan pengadilan dan badan-badan pengadilan.
Di dalam penentuan hukuman pidana kepada seseorang atau meogenai hak-
hak dan kewajiban-kewajibannya di dalam perkara perdata, setiap orang berhak
un tuk  d iper i ksa  secara  ad i l  dan  secara  umum o leh
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suatu birdan peradilan yang didirikan secara hukum dan memiliki kompctcnsr
mengadili. bebas sena tidak bcrpihak. Pcrs dan pengunjung sidangdapat dikeluarkan
dari ruang sidang karcna majclis hakim mcmiliki kckuasaan hukum dcngan alasan
alasan kcsusilaan, pcrcenian, tala tertib umum atau demi kcimanan nasional, ataLr
sepanjang hal itu dipandang pcrlu olch majelis hakim di dalam keadaan'keadaan
lertcntu. dalam hal mana pnblisitas akan mcnimbulkan prasangka terhadap
kepentingan pcradilan. Dalam hal putusan pcngadilan, majelis hakim wajih
mengunrumkan di depan pengunjung (tcrbuka untuk umum). baik itu pcrkara pidant
maupun Pcrkara Pcrdata-
2. Sctiap orang yang dituduh mclakukan scsualu kejahalan harus dipcrlakukan
bcrdasarkan praduga tidak betsalah (presumption of innocenl), safipri
kcsalzrhannya dapat dibuktikan scsuai dengai hukum, ,palah itu berdasarkan
bukti sura/tcdulis. kesaksian scscorang/bcbcrapa orang, tcrtangkap tangan.
dan buktilain. minimal2 (dua) alat bukti yang sah.
3. Dalam mcncntukan scliap tuduhan Pidana terhadap seseomng. yang
bcrsangkutan berhak rncndapatkan jaminan-jaminan bcrupa :
a. untuk dibcritahu sccepatnya sccara detail dao dengan bahasa yang dapat
dimengcrti rncngcnaisifat dan scbab dari luduhan tcrscbut terhadapnya:
b. untuk mcnrperoleh cukup waltu dan fisilitas bagi pcrsiapan pcmbelaannya
dan untuk berkomunikasi dengan pcmbela (Advokal/Pengacara. Penasehat
I lukum, Konsultan I lukum) yang ia pilih scndiri, atau dalam hal pcrkara
prodeo, ditunjuk oleh pcngadilan yang bcrwenang mcngadilinya;
c. untuk diadakan perncriksaan tanpatertunCa tundadalam waktu lama;
d. untuk memeriksa bukti-bukti dan salGi-saksi yang diajLrkan/dihadirkandi
pengadilan;
e. untuk mcndapatkan banfuan pcnterjemah secara cuma-cuma apabila
tcrsangka tidak mcngerti atau tidak bisa berbicara dalan bahasa yang
dipergunakan di pengadilaa;
f. untuk tidak di paksa memberikan kesaksian yang merugikan bagi dirinya
atau dipatsa mcngaku salah dengan cam intcrogasi yang berlebihan,
penekanan-penekanan, dan lain scbagainya.
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4. Dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, prosedur pemeriksaan
terhadap si anak harus mengindabkan usianya selta diarahkan untuk
menggalakkan rehabilitasi terhadap si anak tersebut.
5. Setiap orang yang dijatuhi putusan yang dinyatakan bersalah melakukaa tindak
kejahatan, berhak rmtuk minta banding, kasasi, atau peninj auan kembali sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seseorang yang dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum pasti Gnhracht)
dalam suatu perkara pidana, kemudian putusan telsebut diubah atau ia
mendapat pengampunan atas dasar diketahuinya fakta baru atau fakta yang
baru diketahui (novum) yarlg menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan
dalam memberikan putusan oleh pengadilan, maka orang yang telah mendedta
hukuman sebagai akibat dad putusaD tersebut, harus diberi ganti rugi menuut
hukum, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak dikemukakannya fakta
yang tidak dikeiahui pada waktunya, seluruhnya atau sebagian adalah karena
kesalahannya sendiri.
7. Tidak seorangpun dapat dituntut untuk diperiksa atau dihukum lagi untuk suatu
kojahatan terhadap mana seseorEmg sudah mendapat keputusan yang
berkekuatan hukum pasti (inhrucht) at^, sudah dibebaskan menurut hukum.
Dalam istilah hukum disebiut'. hebis in iderrl
Dalam kumpulan hukum intemasionat yang semakin berkenbang, konsep
normatif tentang cara peradilan yang adil telah dirumuskan dan telah memiliki
kesahihan universal dan pantas untuk diakui di datam hukum dan praktik penerapan
hukum di berbagai negara. Konsep ini berlaku sama di dalam cara peradilan pidan4
peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara.
Di banyak negan termasuk Indonesia telah didirikan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTIJN) secara terpisah, selain pengadilan biasa (Pengadilan Umum), untuk
mengurusi masalah warga negara (baik secara pribadi atau berupa badan) refiadap
putusan tata usaha negam yang direrbitkao/dikeluarkan oleh pejabar negara yang
memiliki kekuasaan hukum.
Dengan demikian weweiang dan atau kekuasaan hukum masing-masrng
peradilan sudah jelas, tidak tagi tumpang tindih sesuai dengan Undang-
Undang Nomor  4  Tahun 2004 Tentarg  Kekuasaan Kehak iman.
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I :  KEKUASAAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PUTUSAN
ADMINISTRATIF
Perkembangan penting akhir-akhir ini dalam pclaksanaan kekuasaan hukum
telah terjadi di bidang perlindungan warga negara terhadap aksi administmtif yang
scwenang-wcnang, mengingat di berbagai negara, baik yang sudah berkembang
maupun yang sedang berkembang, negara kapitalis maupun ncgara sosialis, pcranan
negara dalan1 urusan-uusan sosial dzrn ekonomi telah meningkat.
Sistem sistem hukum dan pemcrintahan modcm semakin banyak memilikicrrr
sebagai diberikannya kckuasaan yzurg bijak secara luas pada sejumlah besar instansi
pcmcnntah.
Untuk sebagian ncgara akibat dari perkembangan ini, dan untuk sebagian
ncgara lain sebagai respons terhadap perkembangan ,ni. maki dalam banl lL nigara
lelah bertunbuh suatu kumpulan hukum administrasi negara (bunga ranrpai hukunr
administrasi ncgara), baik sebagai hasil usaha (inisiatif ) legislatif, dan sebagai kasus
hukum yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan Perdata dan pcngadilan tata usaha
ncgara yang berhubungan dengar keluhan-keluhan warga negara terhadap pejabal
tata us:tha negara.
Perkembangan-pcrkcmbangan hukum yang sejajar dcngan hukum adat tciah
munculdi beberapanegara. tennasuk salah satu di antaranya di Indonesia.
Ketika kehidupan sosial dan perekonomian kurang bergantung pada
pcngatumn olch negara dan turut campumya pemerintah, kekuasaan hukunr pcrlu
diperhatikan dengan adanya pengendalian menuaut hukum atas kekuasaan
pemcintah dan pcr4bataraq menurut luas lingkup hukum serta kebijakan para
pciabatncgara-
Jelas sekali, bahwa pemerintah mcmerlukan kekuasaan hukum yang lebih bijak
dan lcbihjclas. Kekuasaan selalu dapat dipergunakan secara scwcnang-wenang.
Prinsip pelaksanaan administrasi yang tepat dan baik bertujuan untuk
memberikanjaminan yang diharapkan olch negan-negara. Ciri umurn dari prinsip rnr
adalah ncnctapkan bcrbagai macam persyaratan prosedural yang harus dipenuhi
dalam pembuatan keputusam administratil agar kekuasaan dapat dilaksanakan secara
wajiu.
Beberapa prinsip dalam pcmbuatan keputusan administatif antara lain:
Hu|un Jdn Kclua.,aah llulaa tHU Sir,got ' tl
2.
l .
3.
Pelakssne*r kekuasaan hukum tanpa atau dengan terlalu banyak otoritas
formal, adalah tidak sah menurut hukum
Priqsip ini merupakan suatu peringatan terhadap tuntutan kekuasaan hukum
"klosi*"', yang mengalakan bahwa pemerinlah hanya dapat melaksanakan
kekuasaan yang telah diberikan kepadanya oteh hukum.
Kekuasaan seharusnya dipergunakan demi kepentingan umum.
Primip ini melarang pejabat negara menggunakan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi, golongaq dan atau partai. Akhir-akhir ini di Indoresia
marak menggunakan kekuasaan bukaa untuk kepentingan ulnum (masyarakao,
seperti yang dilakukan oleh oknum gubenur, bupati/walikot4 kepala inta$i,
babkan diluar dugaan oleh anggota DpR sendiri dalam kasus turjangan
komunikasi intersif (PP No 3Ttahun 2006). pasal I pp No 37 tah.ro 2006
mengalakan bahwa hnjangan komunikasi intensif diberikan untuk membiavai
dewan dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi nasyaraiat
didaerah pemilihannya. Kenyataannya, tidak demikian sehingga timbul
masalah tutrjangan tersebut harus dikembalikan dengan cara mengatrgsur(dipotong dad gaj i tiap bulan) hingga masa priode berakhir tahun 2009.
Kekuasaan seharusnya d i laksanakan un tuk  maksud yang
seb€namya/setepatnya d n tidak boleh digunakan utuk suatu maksud yatrg lain_
Prinsip ini seringkali dikemukakan sebagai larangan dari penyalahgunaan
kekuasaaa (de tournement de pouvoir.) Salah satu contoh selelah keluamya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang Undang-Undang Nomor i2
Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) daa peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemedntah Dan
Gubenur untuk menetapkan Upah Minimum propinsi (_lMp) dan Upah
Minimum Kabupaten/ Kota (JMK), selalu menimbulkan polemik antam
Serikat Pekerja./Serikat Buluh dengan Asosiasi pengusaha yang duduk dalam
DewaD Pengupahan Kabupaien /Kota maupun Dewan pegupahan provinsi.
Pembuatan keputusa! adminishatifharus wajar, artinya harus diciasarkan fakta-
fakta yang bcnar dan relevan dan atas alasan-atasan yang aktual dan sah. Contoh
yang kotrgkit yaitu Percrbitan Sertifikat Tanah hak milik oleh Badan
Pertanahan Nasional @PN) sering bermasatah, karena kesalahan administrasi,
dimana terbitnya sertifikatjustru tanah dalam sengket4 atau unhrk satu areal
tanah tertetrtu diterbilkan lebih dari satu sertifikat hak milik.
4.
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Istilah hukum d' interct pas d'action (rid6k ada kepentingan/tidak ada zrksi
hukum) melamng untuk tampil dipengadilan untuk mereka yarg tidak memiliki
kepentingar sendiri yang sedang lerancam. Akhir-akhir ini konsep "kepentingan"
yang perlindungannya dapat dimintakan oleh warga negara di dalam pengadilan,
telah diperluas dari kepcntingan-kepentingan ekonomi semata dan kepentingan
pribadi untuk mencakup k€pentingan-kepentingan yang ideal, yang bersifat lebih
umum. Di bcberapa Negara, pengadilan telahmengadili keluhan-keluhan dari warga
negara sipil dan kelompok-kelompok warga neg,rra yang menentang kebijaksanaan
pemcrintah yang berhubungan dengan pola-pola sosial mengenai diskriminasi rasial,
problem-problem lingkungzrn, dan Iainlain isu umum. Di Indonesia hal seperti ini
bclum bisa dijalankan, sehingga yang muncul hanyalah "unjuk rast" atqu
"demonslrasi" yang dilakL*an olch warga masyarakat tertcntu atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (l-SM) rcnentu.
VI. KEADILAN DALAM HUBUNGAN PRIBADI
Cita-cila tentang kckuasaan hukum berkaitan dcngan hubungan-hubungan
pribadi. Pada masa sekarang ini. diakui bahwa individu-individu juga perlu
dilindungi dari kekuasaan pribadi. I)i sini, fungsi kekuasaan hukum adalah unluk
melindurrgi yang lcrnah terhadap yang kuat. Dalarn hubungan-hubungaur p ibadi
dapat dibedakan 2 (dua) tipe kelemahan struktural dan situasional. Tipe kelemahan
strukturul adaldh yang paling penting dan merncrlukaa perlindlrngan secara
sistematis. Kelemahan slruktual misalnya. terdapat pada tcnaga kcrj./buruh yang
berhadapan dengan pcngusaha/maiikan (pemberi kcrja) pada pcnyewa di kota
terhadap pernilik tanah/rumah, padapara pcnghuni liaryang tidak mcrniliki tanah oan
rumah, pada wanita dar anak-anak dalam bckerja atau n1au mendapatkan pekerjaan
dan pada warga masyarakat yang lcnnasuk minorilas etnis, agama. suku, dan lain-
lain.
Tipe kelemahan siluasiotal dapat diakibatkan oleh berbagai keadaan sccara
kebutuhan saja, misalnya kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat di
pasetr. Di beberapa ncgara kondisi scpcrti ini sudah dapat diantisipasi, tetapi di
Indonesia kenyataannya masih sulit diatasi, bahkan tidakjarang mcnimbulkan inflasi
yang cukup tinggi. Siapa yang mempunyai kekuasaan untuk bisa mengatasi hal
seperli ini, kadang tidak.jclas, bahkan sangat rancu. Siapa yang mcngerjirkan apa
tidakjelas.
Hukum .lon Kckuasaan Hukun (HM. SircEa, t3
Dalam konteks seperti ini masyarakat sangat membunrhkan keadilan yang hrsifat
kepentingan pdbadi dar kepentingan masyat'akat umum.
Sehubungan dengan kedua tipe di atas, muncul problem-problem yang agak
berlainan atau berbed4 namun kekuasaan hukum yang ideal mempunyai arti yang
besar bagi kedua tipe dimaksud.
VU. KESIMPIJLAI{
l. Kekuasaan Hukum selalu diagungkan sebagai salah satu dari ciri-ciri
institusi-iDstitusi yang ada dalam negara.
2. Kekuasaan hukum menuntut agar warga negara dilindungi terhadap
penyalalgunaan keku"s""" s€car:a s€wena.ng-werung.
3. Kekuasaan hukum menerlukan pengendaliao memtut hukum atas kekuasaan
legislatif, eksekutif, yudikatif, pejabat instaasi pemerintah maupun swasta-
4. Kekuasaan hukum mercakup intemal dan ekstemal otoritas eksekutifdengan
hak-hak individu (hak prerogatif) harus tunduk pada pengawasan efektif, yang
secam rormal dilaksanakan oleh lembaga yudikarif, konhol oleh lembaga
Iegislatif sehinggamembedkanjaminan-jamimnte aikmengenaikeb€basaq
sifat tidak memihak dan pros€dur yang tepat
5. Hukum dan Kekuasan Huhl4 harus berjalal sinkron, ada relevaminya, tidak
bertentangan satu sama lain dalam praktek kenegaraan oleh pihak-pibak yang
memiliki komDetensi untuk itu.
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